WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 50
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Menimbang:

Mengingat

(BP2TPM) KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan pada BP2TPM Kota Banjarmasin, perlu
melakukan pengendalian sistem manajemen mutu dan
percepatan waktu penyelesaian pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu membuat Peraturan
Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50, Tahun
2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP)
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara &
Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 32);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 12, TambahanLembaran
Daerah Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2009 tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009
Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Tahun 2011 Nomor 28, TambahanLembaran
Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

. hasubbap. Perundangan

Kabag, Hukem
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 350
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA
BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 50 Tahun
2013 tentang Standar Operasional (SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kota Banjarmasin (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :
“Pasal 1
</

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalahWalikota Banjarmasin;

2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang
selanjutnya disingkat BP2TPM adalah BP2TPM Kota Banjarmasin;

3. Kepala Badan yang selanjutnya disingkat Kaban adalah Kepala BP2TPM
Kota Banjarmasin;

4. Tata Usaha yang selanjutnya disingkat TU adalah TU pada BP2TPM Kota
Banjarmasin;

5. Kepala Bidang yang selanjutnya disingkat Kabid adalah Kabid pada
BP2TPM Kota Banjarmasin;

6. Costumer Service yang selanjutnya disingkat CS adalah CS pada BP2TPM
Kota Banjarmasin,;

7. Front Office yang selanjutnya disingkat FO adalah FO pada BP2TPM Kota

W, Banjarmasin;

8. Tim Teknis adalah Tim Teknis pada BP2TPM Kota Banjarmasin;

9. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi
tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan
oleh siapa dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

10. Sistem Managemen Mutu adalah system yang mengatur tentang
manajemen mutu pelayanan;

11. Penyesuaian dan perubahan adalah tindakan melakukan perbaikan
terhadap SOP yang ditetapkan atau membuat SOP baru.

2. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 didisipkan 2 (dua) Pasal yakni
Pasal 2A dan 2B sehingga keseluruhan Pasal 2A dan 2B berbunyi
sebagai berikut :

_i‘ Kasubbag. Perundangan Kabag. Hukem Kepala Sl_(Pﬂ_
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“Pasal 2A

Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Manajemen Mutu meliputi 11
(sebelas) jenis prosedur sebagaimana terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

“Pasal 2B

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan One Day Services meliputi 7
(tujuh) jenis pelayanan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal & Desember 2014

o

WALIKOTA BANJARMASIN z#,

Diundangkan di Banjarmasin
ada tanggal T ——

& WG

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

AL

H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 7

T
hisubbag. Perundangsn §




LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 2014

TENTANG '

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 50 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOF) PADA BADAN

m
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PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL (BP2TPM) KOTA
BANJARMASIN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BP2TPM)

KOTA BANJARMASIN

Terdiri dari :

SOP-101-TU/BP2TPM /2014

SOP Audit Internal

SOP-102-TU/BP2TPM/2014

SOP TinjauanManajemen

SOP-101-TU.1/BP2TPM/2014

SOP PengendalianDokumen

SOP-102-TU.1/BP2TPM /2014

SOP PengendalianDokumenEksternal

SOP-103-TU.1/BP2TPM/2014

SOP PengendalianArsip

SOP-104-TU.1/BP2TPM/2014

SOP PengendalianProdukTidakSesuai

SOP-105-TU.1/BP2TPM /2013

SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

SOP-106-TU.1/BP2TPM /2014

SOP Pelatihan

D[R INOV TP 00N e

SOP-107-TU.1/BP2TPM/2014

SOP Pengadaan

SOP-108-TU.1/BP2TPM /2014

SOP PerawatanSaranadanPrasarana

SOP-501-L1/BP2TPM /2014

SOP PerawatanSarana IT

SOP-201-Jasu/BP2TPM /2014

SOP PembuatanSuratKeteranganTempat Usaha
{(SKTU)Perpanjangan, Pelayenan One Day Services

SOP-202-Jasu/BP2TPM/2014

SOP PembuatanSuratlzin Usaha Perdagangan
(SIUP)Pelayanan One Day Services

14.

SOP-203-Jasu/BP2TPM/2014

SOP PembuatanTandaDaftar Perusahaan (TDP)
Pelayanan One Day Services

15.

SOP-204-Jasu /BP2TPM /2014

SOP RegistrasilzinTokoObat (ITO)
Pelayanan One Day Services

16.

SOP-301-Jintu/BP2TPM /2014

SOP IzinGangguan (HO) Perpanjangan
Pelayanan One Day Services

17.

SOP-302-Jintu/BP2TPM /2014

SOP LegalisirlzinMendirikanBangunan (IMB)
Pelayanan One Day Services

18.

SOP-601-PM/BP2TPM/2014

SOP IzinPrinsipPenanaman Modal

| Pelayanan One Day Services

WALIKOTA BANJARMASIN
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NOMOR SOP : | SOP-401/BP2TPM

i TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014
A
Q‘:"S) TGL. REVISI
Lo e TGL. EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL | DISAHKANOLEH : | WALIKOTA BANJARMASIN
KOTA BANJARMASIN
SUBBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI NAMA SOP lzinPrinsipPenanaman Modal
BIDANG PENANAMAN MODAL PelayananOne Day Services
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1. Minimal SMA / Sederajat
di Bidang Penanaman Modal . 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Sistem 3. Mampu mengoperasikan komputer
Pelayanan dan Perizinan Investasi secara Elektronik ' . .
4. Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal 4. Mampu bekerja sama dalam Tim
At Kots Banlarmasis 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. Komputer dan kelengkapannya
2. Alat tulis kantor
3. Filling kabinet/lemari arsip
4. Peraturan perundang - undangan yang berlaku
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan

Disimpansebagai data eletronik, didokumentasikan
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-101/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2014

DISAHKAN OLEH WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Pengendalian Arsip

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

o p W

1. Minimal SMA / Sederajat
2

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Ma.mpu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

158
2.

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
t1dak terpenuhmya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.
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PROSEDUR PENGENDALIAN ARSIP

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Arsiparls Kasubbag TU Kelengkapan Waktu Qutput
1. |Menerima dan menginventarisasi arsip ? |Berkas arsip 15 Menit Daftar inventarisir
2, Mengklasikaasi dan menginventarisir arsip Daftar Inventarisir 30 Menit |Hasll inventarisi dokumen
berdasarkan jenis arsip
3. |Menentukan lokasi simpan, masa simpan dan Hasil inventarisi dokumen 30 Menit Hasll penentuan lokasi
metode pemusnahan simpan, masa simpan dan
metode pemusnahan
4. |Memelihara arsip sesuai dengan lokasi dan masa Hasil penentuan lokasi simpan, Arsip terpelihara
simpan yang telah ditetapkan masa simpan dan metode
pemusnahan
5. |Jika masa simpan arsip telah habis, maka lakukan Hasil penentuan lokasl simpan, |30 menit {Laporan pemusnahan
pemusnahan sesuai dengan metode yang telah masa simpan dan metode arsip
ditetapkan pemusnahan
6. |Menerima dan memeriksa laporan dari arsiparis {hasll inventarisir arsip 30 menit Arsip
7. |Mengarsipkan laporan * Arsip 15 Menit {Laporan Arsip

- ———————
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-102/BP2TPM
TGL. PEMBUATAN September 2014
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2014

DISAHKAN OLEH

WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Perawatan Sarana IT

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

6.
7.

8.

9.

1. Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan..




PROSEDUR PERAWATAN SARANA IT

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
TU Pengadaan User Kelengkapan Wakiu Output

1. |Membuat program perawatan untuk setiap sarana T 3 hari |Program perawatan Sarana IT yang dimaksud

yang digunakan dalam melakukan proses kerja. mencakup : Komputer, Server,

Printer..

2. [Melakukan perawatan sesuai dengan program yang Program perawatan Sesuai dengan |Cekshest perawatan

telah ditetapkan {jadwal
3. [Menggunakan sarana T

tidak
rusak

4. |Jika terdapat kerusakan, maka membuat laporan 1 hari |Laporan kerusakan

kerusakan
5. |Melakukan perbaikan yang sesuai untuk mengatasi i Laporan kerusakan 2 hari |Hasil perbaikan

kerusakan yang teridentifikasi

Butuh pihak ketiga

6. |Jika perbaikan membutuhkan bantuan pinak ketiga, Laporan kerusakan 1 bulan {Hasil perbaikan Prosedur pengadaan

maka lakukan pengadaan sesuai dengan prosedur internal

7. |Melakukan verifikas| terhadap perbaikan yang telah 1Jam [Hasi verifikasi

dilakukan >

8. IMemelihara rekaman perawatan dan perbaikan Program perawatan, {Rekaman terpelihara
cheksheet perawatan,
laporan kerusakan




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP :  SOP-103/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN September 2014
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF : September 2014

pisankaNOLEH  : WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP . Pengendalian Produk Tidak Sesuai

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

4,
5.

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan..




PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kabid / pemeriksa | Bagian Terkalt | Front Office Pelanggan | Kelengkapan Waktu Output

1. [Melakukan pemeriksaan terhadap output / hasil disetiap 1 menit {checklist Femeﬂksaan dilakukan sesuai

proses sesuai dengan rencana mutu dengan rencana mutu
sesual

2. |Jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat tidak 1 menit Jchecklist
ketidaksesuaian pada output yang dihasilkan, maka catat
ketidaksesuaian apa yang ditemukan pada lembar ceklist *
yang tersedia maka pisahkan dari output/berkas lainnya
dan beri identifikasi pada output/berkas tersebut

3. [Pisahkan berkas/output yang tidaksesuai tersebut dan beri 1 menit
identifikasi, sehingga tidak tercampur dari berkas lainnya
yang sesuai,

4. IMelakukan review apakah tindakan koreksi yang Berkas yang |1 menit
diperiukan merupakan akibat dari proses yang dilakukan tidak sesuai
dalam internal bp2tpm atau menjadi ruang lingkup
pelanggan bp2tpm

pelanggan

5. |Jika tindakan koreksi yang dibutuhkan adalah ruang 1 menit
lingkup pelanggan, maka kembalikan berkas ke petugas
front office

6. |Memberikan informasi ke pelanggan terkait dengan maks 1 hari
ketidaksesualan yang ditemukan pada berkas yang di setelah
proses pemeriksaan

7. |Melakukan tindakan koreksi yang sesuai |max 1 hari Berkas yang telah

di koreksi

8. |Melakukan pemeriksaan kembali atas hasil koreksi yang Berkas yang |1 menit fceklist
telah dilakukan telah di koreksi

9, Menyef’aﬁﬁé‘ﬁ'.be& s uﬁ;mk'diiakuk'an :pfoses selanjutnya "} Berkas yang

: : | sesuai




BANIARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-104/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2014

DISAHKAN OLEH WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Tinjauan Manajemen

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

Minimal SMA / Sederajat
Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
standar ISO 9001

. Mampu mengoperasikan komputer
4,
5.

Mampu bekerja sama dalam Tim
Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:
1. SOP PengendalianArsip 1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.




PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Document
Controlier

Bagian Terkait

Kelengkapan

Wakiu

Output

Keterangan

Membuat program dan menentukan jadwal tinjauan manajemen. Tlnjauan
manajemen dilakukan sekali setiap tahunnya.

Setiap awal tahun

Program sistem
manajemen mutu

a. Meninjau kebijakan mutu dan menentukan kebijakan mutu terbaru, jika
ada perubahan

b. Meninjau sasaran mutu dan pencapaiannya, serta menentukan sasaran
mutu untuk perlode berikutnya

|c. Kinerja Proses dan Kesesuaian Jasa

d. Hasil Audit
e. Hasil Pengukuran Kepuasan pelanggan dan umpan balik pelanggan
f. Status Tindakan perbaikan dan pencegahan

|g. Perubahan yang dapat mempengaruhi system mutu

h. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen sebelumnya
i. Rekomendasi untuk perbaikan

Menyusun agenda tinjauan manajemen Masukan atau hal-hal minimal yang
|di bahas adalah :

Sesuai jadwal

Agenda Tinjauan
{Manajemen

Menginformasikan pelaksanaan tinjauan manajemen

Jadwal tinjauan
fmanajemen

3 hari sebelum
Ipelaksanaan tinjauan
manajemen

{Undangan

Melaksanakan rapat tinjauan manajemen

Undangan, materi
rapat

2 jam

{Daftar Hadir

Rapat tinjauan
manajemen harus
dihadiri oleh kepala
kantor BP2TPM

5. |Membuat notulen hasil rapat. Hasil tinjauan manajemen dapat mencakup :

a. Perbaikan terhadap keefektifan sistem manajemen dan proses-

|prosesnya.

b. Perbaikan pada jasa yang dihasilkan terkait dengan persyaratan
pelanggan
c. Sumber daya yang diperlukan

1 hari

Notulen rapat

Menindaklanjuti hasll tinjauan manajemen

* [Notuten rapat

sesual notulen

thasil tindakan

“IMemeNnara selurun rekaman aktivitas finja .m;énajemen

i Notulen rapat,
daftar hadir

Rekaman terpelihara

Prosedur
pengendalian arsip

J




BANIARMASIN
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NOMOR SOP

SOP-105/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN

September 2014

TGL. REVISI
Dy gt TGL. EFEKTIF September 2014
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DISAHKAN OLEH
Ursh i oD WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
KUALIFIKASI PELAKSANA:

DASAR HUKUM:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

Minimal SMA / Sederajat

. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar

ISO 9001

. Mampu mengoperasikan komputer
4,
5.

Mampu bekerja sama dalam Tim
Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengendalian Produk Tidak Sesuai
2. SOP Audit Internal
3. SOP Pengendalian Arsip

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN;

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.




PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Penemu Document § Bagian MR Kelengkapan Waktu Output
ketidaksesualan | Controfler | Terkait
1, lldentifikasi masalah / ketidaksesuaian atau potensi Setiap adanya Laporan |Ketidaksesualan dapat berupa hasil
ketidaksesuaian dan membuat laporan () |ketidaksesuaian  fketidaksesuaian |pengendalian mutu yang tidak sesuali,
ketidaksesuaian target yang tidak tercapai, keluhan
pelanggan, hasil internal audit, hasil
analisa
2. |Menyerahkan Laporan Ketidaksesuaian kepada Laporan 1 hari setelah
document controller ‘ ketidaksesuaian kefidaksesuaian
ditemukan
3. |Mendaftarkan, memberikan penomoran dan Laporan 15 menit Log laporan
menyerahkan Laporan ketidaksesuaian kepada ‘ |ketidaksesuaian ketidaksesuaian
bagian terkait
4. [Melakukan analisa untuk mencari akar Laporan 3 hari Laporan
permasalahan ketidaksesuaian ketidaksesuaian
yang telah
|dilengkapi
5. |Menentukan rencana tindakan perbaikan / Laporan 3 hari Laporan
pencegahan yang dapat menghilangkan akar ketidaksesuaian ketidaksesuaian
masalah yang telah
Idilengkapi
6. fMelaksanakan tindakan perbaikan / pencegahan Laporan sesuai jadwal |pelaksanaan
sesuai rencana ketidaksesualan yangj tindakan perbaikan
telah dilengkapi
7. |Melakukan verifikasi efektifitas atas tindakan Laporan 1 hari setelah |Hasil verifikasi  Jjika ketidaksesuaian ditemukan ketika
perbaikan / pencegahan yang telah dilakukan * ketidaksesualan yangjperbaikan audit maka verifikas! dilakukan oleh
telah dilengkapi dilakukan auditor
8. [Memonitor progress status ketidaksesuaian Log laporan Status laporan
* ketidaksesuaian ketidaksesuaian

Y ocish p ndencs |
i Kasubbag. Perundsnpan |
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP :  SOP-106/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN September 2014
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF ; September 2014

pisaHkANOLEH @ WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP :  Perawatan Sarana dan Prasarana

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

= M

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu bekerjasama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan..
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP

SOP-107/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN

September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

September 2014

DISAHKAN OLEH

WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Pelatihan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

I

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerjasama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan..

ocaogsn | K LI,




PROSEDUR PELATIHAN

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepegawalan Kaban Pegawal terkait Kelengkapan Waktu Output
1. |Menerima undangan pelatihan informasi pelatihan
2. [Mereview undangan pelatihan dan berkoordinasi “Jinformasi pelatihan 1 hari
untuk menunjuk pegawai yang akan diikutsertakan
]
3. |Mengirim konfirmasi calon peserta yang akan 30 menit tkonfirmasi calon peserta
diajukan ke instansi terkait
4. |Menerima undangan pelatihan secara tertulis berikut Undangan pelatihan
dengan nama calon peserta yang telah ditunjuk
5. |Membuat surat penugasan pelatihan * Undangan pelatihan 1 jam Surat tugas
8. |Mengikuti pelatihan ; || Surat Tugas Wsesuai jadwal {Hasil pelatihan
7. |Membuat laporan pelatinan yang telah diikuti ﬂ 1 Minggu Laporan pelatihan
8. |Melakukan evaluasi pelatihan, dimana peserta Laporan pelatihan 1 Jam |Evaluasi Pelatihan
pelatihan mempresentasikan hasil pelatihan yang
telah didapat
9. |Memperbaharui riwayat pelatihan personil tersebut ‘ Laporan pelatihan {Riwayat pelatihan update




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-108/BP2TPM
TGL. PEMBUATAN September 2014
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2014

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN DISAHKAN OLEH WALIKOTA BANJARMASIN
NAMA SOP Pengendalian Dokumen
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Permenpan 35 tahun 2012
2. Peraturan Walikota Banjarmasin No. 50 tahun 2013
3. 1SO 9001 Sistem Manajemen Mutu

1. Minimal SMA / Sederajat

2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
standar ISO 9001

3. Mampu mengoperasikan komputer

4. Mampu bekerjasama dalam Tim

5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
dokumentasi yang tidak standar.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.




PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN

No. Keglatan | Pelaksana WMutu Baku Keterangan
Bagian Terkait] Document MR Kepala Badan § Wallkota Kelengkapan Wakiu Output
Controller
1. [Membuat usulan rancangan / revisi dokumen ) |Draft dokumen Permenpan
35/2012
Rancangan atau perubahan dokumen yang dibuat
harus dipastikan kesesuaiannya, terkait dengan :
- Penggunaan no dokumen
- No. revisi harus berlanjut dari revisi sebelumnya
- Tanggal efektif yang diajukan mempertimbangkan
waktu proses yang dibutuhkan dalam penerbitan
dokumen hingga dokumen diterima oleh user
2. |Mengajukan usulan rancangan dan revisi dokumen Form usulan perubahan
dokumen
3. [Menerima usulan rancangan dan revisi dokumen ﬁ Form usulan perubahan
dokumen
4, [Melakukan koreksi/review terhadap rancangan atau Draft dokumen 1hari  |Draft dokumen
perubahan dokumen terhadap kesesuaiannya untuk
diaplikasikan
5. |Mensahkan dokumen Draft dokumen 1 Minggu |Dokumen yang telah
disahkan
6. |Mendaftarkan dokumen yang telah disetujui IDokumen yang telah Smenit  {Daftar induk dan
disahkan distribusi dokumen
7. IMenggandakan dan memberikan status dokumen 1harl  |Copy dokumen
dengan cap "TERKENDALI", pada copy dokumen
8. IMendistribusikan dokumen terkendall kepada user. Form distribusl dokumen 1 hari lForm distribusi dokumen
9. |Jika berupa dokumen revisi, maka lakukan Form distribusl dokumen Thari  |Dokumen lama
penarikan dokumen lama
10. [Memelihara dokumen master, memberikan status Dokumen terpelihara
"kadaluarsa" untuk dokumen revisi sebelumnya dan
memusnahkan copy dokumen yang kadaluarsa
11. {Mengimplementasikan proses sesual deng ei'n ] ; Proses dilakukan sesuai
petunjuk pada dolﬂmen yang terbaru ; I dengan prosedur
i i ) N

\ []




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-109/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF September 2014

DISAHKAN OLEH WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Pengendalian Dokumen Eksternal

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

1
2.

3.
4.
S

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerjasama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengendalian Dokumen

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
dokumentasi yang tidak standar.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.




PROSEDUR PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Bag. TU MR Document Bag. Terkait Kelengkapan Waktu Output
Controller ;
Menerima dokumen eksternal ’ Dokumen eksternal
Mengidentifikasi apakah dokumen eksternal tersebut {Dokumen eksternal
akan digunakan menjadi acuan proses kerja bp2tpm
ya
tidak
Mendaftarkan dokumen eksternal tersebut ke dalam Dokumen eksternal 5menit  |Daftar induk dokumen
daftar induk dokumen eksternal * eksternal
Mengidentifikasi bagian mana saja yang membutuhkan 5 menit
dokumen eksternal tersebut
Melakukan penggandaan dokumen eksternal sesuai 1 hari Copy dokumen
dengan kebutuhan dan memberikan status dokumen
"Terkendali"
Mendistribusikan dokumen eksternal terkait kepada * Form distribusi dokumen 1hari  JForm distribusi dokumen
user
Jika berupa dokumen revisi, maka lakukan penarikan 1hari  }Dokumen lama
dokumen lama
Memelihara dokumen eksternal, memberikan status
"kadaluarsa" untuk dokumen revisi sebelumnya dan
memusnahkan copy dokumen yang kadaluarsa
. {Mengimplementasikan proses sesuai dengan petunjuk * implementasi sesuai
pada dokumen eksternal dengan ketentuan dokumen
: nl Kb T | eksternal




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP

SOP-110/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN

September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

September 2014

DISAHKAN OLEH

WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Audit Internal

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

[

o s 6

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerjasama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Pernah mengikuti pelatihan internal audit

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

15
2.

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas

4.

Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan.




PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
MR Auditof Auditea Document Kelengkapan Wakiu Qutput
== — Controller
Membuat program audit internal. Audit internal dilakukan Setiap awal tahun Program sistem manajemen
sekall setlap tahunnya. * mutu
. [Membuat jadwal audit dan memilih auditor yang bertugas 2 minggu sebelum pelaksanaanjJadwal audlt, surat tugas
dengan membuat surat tugas _2%
Menginformasikan jadwal audit internal ke seluruh baglan Jadwal audit, surat tugas 2 minggu sebelum Emrﬂauj
termasuk kepada internal auditor yang ditunjuk berdasarkan audit
surat tugas
Membuat ceklist audit sesuai dengan area audit yang akan Seharl sebelum pelaksanaan  |Ceklist audit
menjadi tugasnya audit
Melaksanakan openning meeting, untuk meng konfirmasi Jadwal audit 10 menit Daftar Hadir Dihadirl oleh auditor, audites
adwal, tujuan serta sasaran audit dan kepala kantor
6. |Melaksanakan audit dengan menggunakan checklist audit Ceklis audit 3 hari Ceklis audit yang telah
yang telah dibuat. dilengkapi
Membuat laporan ketldak sesualan yang ditemukan selama Cekiis audit yang telah dilengkapl T han sebelum pelaksanaan _ [Laporan ketidaksesualan
audit berlangsung closing mesting
Membuat laporan pelaksanaan audit internal yang telah Ceklis audit yang telah dilengkapl, Laporan |1 hari sebelum pelaksanaan  |Laporan audit internal
dilakukan, dengan meresume seluruh temuan audit ketidaksesualan closing meeting
Melaksanakan closing meeting untuk melaporkan hasil [Caporan audit intemal 30 ment |Dafar Hadir
keglatan audit
5 ﬁ_sa:wa_,-z.a: laporan ketidaksesualan kepada auditee i |Laporen ketidaksesualan Jsaat closing meeting
Membuat dan melakukan tindakan perbalkan terhadap == Laporan ketidaksesuaian 2 minggu Laporan ketidaksesuaian yang §Prosedur tindakan perbalkan
|ketidaksesualan yang diterima telah dilengkapi dan pencegahan
Melakukan kompilasi terhadap ketidak sesuaian yang telah Laporan ketidaksesualan yang telah 1 hari _m.s laporan ketidaksesuaian
ditetapkan tindakan perbalkannya serta memberikan dilengkapl
Lugoaosa terhadap laporan ketidaksesuaian tersebut
) R | T, [
Melakukan verifikasl efektivitas tindakan perbaikan yang Laporan ketidaksesualan yang telah 1 hari setelah tanggal tindakan jLaporan ketidaksesuaian yang
telah dilakukan dilengkapi |perbaikan _s_m: di verifikas|
Memonitor progress status ketidaksesualan i |Log laporan ketidaksesuaian Status laporan ketidaksesuaian
Memelihara seluruh rekaman aktivitas audit internal Jadwal audit, surat tugas, ceklist audit, Rekaman terpelihera |Prosedur pengendalian arsip
laporen ketidaksesuaian, laporan audit, log
e e ma laporan ketidaksesualan, daftar hadir
= . oo ning dan closing m
16. |Melaporkap hasil audit internal ke Top management Prosedur Trjauan
_aa_m_m:_ ‘m.sn.asm tinjauan manajemen % u \ Manajemen




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP

SOP-111/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN

September 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

September 2014

DISAHKAN OLEH

WALIKOTA BANJARMASIN

NAMA SOP

Pengadaan

DASAR HUKUM.:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu

SR g

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta standar
ISO 9001

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1
2.
3.

Perangkat Komputer
Alat Tulis Kantor
Meja Kursi Petugas

4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan akan terjadi
tidak terpenuhinya standar sistem manajemen mutu.

Disimpan sebagai rekaman dan diarsipkan..




PROSEDUR PENGADAAN

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Baglan terkait Umum Pengadaan Kelengkapan Waktu Output
1. |Mengidentifikasi kebutuhan barang / jasa dan |Permintaan barang / jasa
membuat permintaannya
2. |Menerima permintaan kebutuhan akan barang / jasa 1Permlntaan barang / jasa
3. |Mereview permintaan apakah sesuai dengan budget Permintaan barang / jasa, |30 menit
yang telah ditetapkan anggaran
4. |Jika sesuai, maka melakukan pengadaan barang / Permintaan barang / jasa, |1 bulan |Barang / Jasa Proses seleksi dan
jasa sesuai dengan permintaan. anggaran pembelian harus sesual
Seleksi vendor harus dilakukan sesuai dengan dengan peraturan terkait
peraturan yang berlaku
5. |Memeriksa kesesuaian barang / jasa yang dibeli Laporan pengadaan barang {1 minggu Persetujuan laporan
berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan / jasa pengadaan
e
6. |Menyerahkan barang / jasa yang dibeli ke bagian 1 hari Serah terima barang /
terkait jasa
7. |Melakukan evaluasi vendor/rekanan secara periodik i 1 Minggu Evaluasi vendor

setiap 1 tahun sekali
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP SOP-201/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

Pembuatan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)

NAMA SOP Perpanjangan Pelayanan One Day Services

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Perda Kota Banjarmasin Nomor17 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Perda Kota Banjarmasin No.7 Tahun 2009 tentang
Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin.

3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Persyaratandan Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Keterangan
Tempat Usaha di Kota Banjarmasin.

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

SR LN

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4, Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi SKTU yang dikeluarkan.
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BANJARMASIN

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

NOMOR SOP SOP-202/BP2TPM

TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

j‘
ﬂ

Pembuatan Surat lzin Usaha Perdagangan (SI

NaMA S0P Pelayanan One Day Services

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

UP) ~

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Permendag No.46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas
Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan SIUP
3. Permendag No.39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan SIUP.

Perda Kota Banjarmasin No.06 Tahun 2003 tentang Ketentuan
Pemberian SIUP

2:

4,

Minimal SMA / Sederajat

Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Mampu mengoperasikan komputer

Mampu bekerja sama dalam Tim

Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

PU 100 30 e

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi SIUP yang dikeluarkan.




PROSEDUR PEMBUATAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

an
PELAYANAN ONE DAY SERVICES — Keterang
No. Keglatan Kelangkapan Ll e Blaya Ro 0
Pamohon - Informas! SIUP '
1. [Mencarf informasl SIUP ekt 1 hari kerja
SIUP. 20 menit  {Informasi 8IUP dan
2. |Memberi Informasi dan persyaratan SIUP [informasi pereyaratan
formasi SIUP dan 15menit |Berkas permohenan
3. [Mengs! formullr dilamplrl persyaratan dan In
mengajukan permohonan SIUP 5 ) . persyaratan 70 menit jnmnaa pencatatan dan Resi
4. [Menerima berkas parmohonan dan memeries [Berkas permohonan
persyaratan fika lengkap di terima dan berkas
didistribusikan ke Kabld untuk diproses selanjutnya
(pemohon diberi Resi Tanda Terima berkas). Jika ke e L
tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk -
dilengkapl Disposisi panomoran dan
Resi | 30 menit
5. |Memverifikasi permohonan Jlka benar didisposisi ke Berkas pencatatan dan Cetak draft SIUP
Tim Teknis untuk penomaran SIUP dan cetak draft
SIUP, jika ada kesalahan data dikemballkan ke FO
untuk dtidaklanjuti, : 30 ment_|Oraf no dan draf SIUP
6. |Mencetak Nomor dan dra diteruskan ke Kabid Disposisl T,
untuk diparaf —— Draft SIUP yang
3 30 menlt
7. |Memeriksa draf STUP Jika benar diparaf dan Draftno dan draf SIU
diteruskan ke Kaban untuk ditandatangani, jika ada
kesalahan dikembalikan ke Tim Teknis untuk o~
diperbalki 30menlt  |SIUP yang ditandatang
8. [Memeriksa draf SIUF, [Ika benar diianda tangani dan Draft SIUP yang diparaf Kaban
didistribusikan ke TU,dan lika salah dikembalikan ke T
Kabid e e " Resi pengambilan
ani .
8. [Menyerankan STUP ke Pemonon, menarima resT dan _m_cu Yang cEncang arsip
mengarsipkan R e _m_c_u diterima pemohon
10. [Menerima SIUP setalan menyerahkan Res| ke ' SIUP
petugas TU

s
~




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

BIDANG PERIZINAN JASA USAHA

SOP-203/BP2TPM

BANIARMASIN

s
S
™ S

s
D P

NOMOR SOP

TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

KOTA BANJARMASIN

DASAR HUKUM:

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

Pembuatan Tanda Daftm" Perusahaan (TDP)
SalS ~OF Pelayanan One Day Services

KUALIFIKAS] PELAKSANA:

Perusahaan,

2,

Daerah,
3.

1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
UU No.28 Tahun 2009

Permendag No.37 /M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan

tentang Pajak Daerah dan Retribusi

inimal SMA / Sederajat o
ﬁ:::;hami Peraturan Perundang-undangan yang ber

Mampu mengoperasikan komputer
Mampu bekerja sama dalam Tim

KETERKAITAN:

bW A

._Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

I. SOP Pembuatan S
2. SOP Pembuatan S

3. SOP Pembuatan TUJK
4. SOP Pembuatan IUMEIK
5. SOP Pembuatan IUI

KTU
IUP

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

| PERINGATAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik

maka hasil proses pe

rizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan

PENCATATAN DAN PENDATM: e
Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.
Dokumentasi TDP yang dikeluarkan.

=




PROSEDUR PEMBUATAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

PELAYANAN ONE DAY SERVICES

"No. Koglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemonon ] FO Kaoid PJU | Tim Teknis Keban U Kelengkapen Wk | Oulput
1, |Mencarl Informasi TDP % llnfonmsi TOP Blaya Rp 0.-
2. mberl Informas! dan persyaratan 1DP i Informasi TOP 20 menit ||nformas| TDP dan persyaratan|Wektu 1 harl kerja
Bmaassias s o s
3. [Menglsl formulir dllampirl persyaratan dan Informasi TOP dan 16 ment [Berkas parmohonan
mengajukan permohonan TDP persyaratan
4. [Menerima berkas permohonan dan memeriksa Berkas permohonan 20 menit  [Berkas pencatatan dan Resi
persyaratan |ika lengkap di terima dan berkas
didistribuslikan ke Kabid untuk diproses selanjutnya
(pemohon diberi Resl Tanda Terima berkas). Jika dak o
tidak lengkap dikembalikan ke pemohon untuk
dilengkapi
Memverifikas] permohonan Jika benar didisposisi ke Tidak [ Ya |Berkas pencatatan dan Resi | 30 menit [Disposisl penomoran dan
Tim Teknls untuk penomoranTDP dan cetak draft Cetak draft TDP
TDP, ika ada kesalahan data dikembalikan ke FO ’
untuk ditidaklanjuti.
encetak Nomor dan draf TOP diteruskan ke Kaold Disposisi 30menit |Draft no dan draf TDP
smerikea draft TDP Jika benar diparaf dan " Tidak {Draf no dan draf TOP 30 menit _ |Draf TOP yang diparaf
diteruskan ke Kaban untuk ditandatanganl, jika ada
kesalahan dikembalikan ke Tim Teknis untuk
diperbalki ak
8. |Memerikea draft TOP, Jika benar ditanda tangani dan o e Draft TOP yang diparaf 0 ment|TOP yang ditandatangani
didistribusikan ke TU,dan jika salah dikembalikan ke Y Y. Kaban
Kabid '—l e
9. |Menyerankan TDP ke Pemonhon, menenma resl dan _ TDP yang ditandatangani Res! pengambilan TOP dan
mengarsipkan j_ Kaban arsip
10, [Menerima TDP setelah menyerahkan Res| ke - TOP TOP diterima pemehon
petugas TU




BANIARMASIN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

NOMOR SOP SOP-204/BP2TPM
TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

WALIKOTA BANJARMASIN

DISAHKAN OLEH

KOTA BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN JASA USAHA Registrasi Izin Toko Obat (ITO)
NAMA SOP :
Pelayanan One Day Services
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. o )
2. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 1. Minimal SMA / Sederajat
3. Perda Kota Banjarmasin No.9 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Kesehatan dan Perizinan Dibidang Kesehatan. 3. Mampu mengoperasikan komputer
4, Perda Kota Banjarmasin No.16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan | 4, Mampu bekerja sama dalam Tim
Kesehatan. 5. Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP
KETERKAITAN: PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. SOP Pembuatan SKTU

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan




PROSEDUR REGISTRASI IZIN TOKO OBAT (ITO)
PELAYANAN ONE DAY SERVICES

No. Keglatan Pelaksana utu Baku Keterangan
Pemohon cs Im Teknie Kabid PJU TU Kaban Kelengkapan Wakiu Qutput
1. [Mencari Informasi tentang registrasi Izin Informasl registrasl |Blaya Rp 0,
Toko Obat (ITO) * ITO0
2. |Memberi informasl! dan persyaratan Tinformasi reglstrasl 170 20 menit[Informasl ITO den  [Waktu 1 harl
registrasi 1zin Toko Obat persyaratan [kerja
3 'Mengajukan permohonan registrasi izin Toko| Informasl registras! ITO dan 15 menit 170 asl
Obat disertai persyaratan yang lengkap persyaratan
4, [Menerima, memeriksa berkas permohonan ITO asli 15 menit  §ITO yang dlber
registrasi |zin Toko Obat jika persyaratan tanda registrasi
lengkap di terima dan berkas didistribusikan
ke Kabid PJU untuk diproses selanjutnya. B
Jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon Tidak Ya
untuk dilengkapl
5 [Memeriksa registrasi |zin Toko Obat, jika Tidak 1iTO yang diberi tanda registrasl] 15 menit  JITO yang diberi
benar diteruskan ke Kabag TU untuk diparaf, tanda reglstrasi dan
jika ada kesalahan dan atau ada diparaf Kabld PJU
Ipermasalahan, dikembalikan ke Tim Teknis
untuk diperbalki \L]
6 [Memeriksa registrasi Izin Toko Obat, jika Tidak ITO yang diberi tanda registrasif 15 menit IITO yang diberi
benar diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk \ dan diparaf Kabid PJU tanda registrasi dan
ditandatangani, jika ada kesalahan dan atau diparaf Kabag TU
ada permasalahan, dikembalikan ke Kabld *— Ya
PJU untuk diperbaiki
emariksa registrasi IO, |ika benar ITO yang diberl tanda registrasl] 30 menit Ragisttaslﬁo g
ditandatanganli, jika ada kesalahan dan atau A‘_ dan diparaf Kabag TU sudah
ada permasalahan, dikemballkan ke TU Tidak ditandatanganl
untuk diperbaiki
8 |Menyerankan izin ToKo Obat ke Pemohon Rogiamﬁ) yg sudah 15 menit —rﬁogiatmal 170
-\ ditandatangani
9 [Menerima registras! izin Toko Obat Registras] 110
diterima pemohon




e
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-301/BP2TPM
TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014
TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
DISAHKAN OLEH
KOTA BANJARMASIN WALIKOTA BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU NAMA SOP ﬁg}?ﬁ;“fﬂ)ﬁ /Di(; {Petban]anigan)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. UU No.23 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1. Minimal SMA / Sederajat
3. Perda Kota Banjarmasin No.17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Gangguan, ) 3. Mampu mengoperasikan komputer
4, Permendagri No.15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin 4. Mampu bekerja sama dalam Tim

Gangguan di Daerah 5 ki ; RIS
5. Perda Kota Banjarmasin No 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan . Memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan SOP

Izin Ganguan di Kota Banjarmasin

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas

4, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.




PROSEDUR PERPANJANGAN IZIN GANGGUAN / HO
PELAYANAN ONE DAY SERVICES

subbag,

P

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
T e S L7 s
Pamohon CsS FO Kabld JINTU Tim Teknls Kaban TU Bank Kelengkapan | Wakiu Output
1. |Mencari informasl Izin HO Informasi |zin |Blaya (Retribusi Izin
1 HO HO)

2. |Memberikan informasi lzin HO dan Informasl 1zin 20 menit  |Persyaratan |Wakiu 1 harl kerja
persyaratannya h|»| HO lzin HO

3. |Mengisl formulir dilampirl persyaratan Pargyaratan 15menit  |Permohonan
dan mengajukan permohenan lzin HO fzin HO Izin Ho

4, |Menerima berkas permohonan dan Berkas 20menif  |Berkas
memeriksa persyaratan jika lengkap di Ya Parmchonan permohan
terima dan berkas didistribusikan ke lzin HO yang sudah
Kabid untuk diproges selanjutnya diperiksa
(pemohon diberi Resi Tanda Terima
berkas). Jika tidak lengkap
dikembalikan ke pemohen untuk
dilengkapl

6, |Memvaerifikasi permohonan jlka lengkap Tidak Barkas 20menit  [Disposisl
didisposisi ke Tim Teknis, jika ada parmchan
kesalahan data dikembalikan ke FO e e— - yang sudah
untuk ditindakianjutl. l~ dipariksa

8 |Mencetak draf Izin HO dan SKPD Disposis! 30mentt [Draflzin HO &
diteruskan ke Kabid untuk diparaf. Catak draf Izin SKPD

& SKPD

7 |Memeriksa draf Izin HO jlka benar DraflzZinHO&| 30 menit |Draf lzin HO
diparaf dan diteruskan ke Kaban untuk SKPD yang diparaf
ditandatangani, |lka ada kesalahan
dikemballkan ke Tim Teknis untuk

8 |Memeriksa draf izin HO jika benar Draf Izin HO 30 menit  [izin HO
ditanda tangani dan didistribusikan ke yang diparaf
TU, jika ada kesalahan dikembalikan ke Ya
Kabid

9, |Memberitahu pamohon untuk izin HO 20 menit  |Pembaritahua
mengambil izin HO setelah membayar n
retribusl [zin HO di Bank

10, [Membayar retribusi Izin HO di Bank ‘ _ Pemberiiahua Bayar di Bank

n

11. |Menerima pembayaran retribusi izin Bayar di Bank Bukti Bayer
Ho ﬁlll

12. |Menyerahkan Izin HO pada Pemohon ‘ Bukti Bayar Izin HO

13. [Menerima izin HO setelah ‘ ZnHO Arsip l2in HO
menyerahkan buktl bayar kepada
_uoEnmm TU




PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR SOP SOP-302/BP2TPM
TGL. PEMBUATAN SEPTEMBER 2014
TGL, REVISI

TGL. EFEKTIF

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
DISAHKAN OLEH
e WALIKOTA BANJARMASIN
BIDANG PERIZINAN TERTENTU NAMA SOP Legalisir Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Pelayanan One Day Services
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Perda Kota Banjarmasin No.8 Tahun 2009 tentang Retribusi dan Izin 1. Minimal SMA / Sederajat

Mendirikan Bangunan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Perda Kota Banjarmasin No.14 Tahun 2009 tentang Bangunan 3. Mampu mengoperasikan komputer

Panggung, 4, Mampu bekerja sama dalam Tim
4. Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2012 tentang IMB 5 e : R
5. Perda Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB - -Memdiia Kaniitmon tings) dalam pelaksHnadn SO

KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Perangkat Komputer
2. Alat Tulis Kantor

3. Meja Kursi Petugas
4. Lemari Arsip

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

SOP adalah standard baku, dan jika tidak dilaksanakan dengan baik
maka hasil proses perizinan tidak sesuai dengan yang diharapkan,

Disimpan sebagai data elektronik dan diarsipkan.




PROSEDUR LEGALISIR IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

PELAYANAN ONE DAY SERVICES

No. Keglatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon (613] Tim Teknis | Kabid Jintu TU Kelengkapan Waktu Output
1. |Mencari informasi tentang legalisir linformasi legalisir IMB |Blaya Rp 0,-
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) t
2. IMemberi informasi dan persyaratan Informasi legalisir IMB 20 menit  finformasi legalisir IMB [Waktu 1 hari
legalisir IMB fdan persyaratan kerja
3. [Mengajukan permochonan legalisir i Informasi legalisir IMB dan 15 menit  §IMB asli dan fotocopy
IMB disertai dengan persyaratan persyaratan IMB
4, IMenerima, memeriksa berkas IMB asli dan fotocopy IMB 15 menit  §IMB asli dan fotocopy
permohonan legalisir IMB jika IMB yg diberi stempel
persyaratan lengkap di terima dan pengesahan
berkas didistribusikan ke Kabid Jintu Ti Y,
untuk diproses selanjutnya. Jika tidak
lengkap dikembalikan ke pemohon
untuk dilengkapi
5 [Memeriksa legalisir !Mi.}lka benar Tidak ~|IMB asii dan fotocopy IMB 20 menit  §IMB asli dan fotocopy
diteruskan ke TU untuk yg diberi stempel IMB yg diberi stempsl
ditandatangani, jika ada kesalahan v {pengesahan pengesahan dan
dan atau ada permasalahan, ’ - diparaf Kabid Jintu
dikembalikan ke Tim Teknis untuk
diperbaiki AN
6 [Memeriksa legalisir IMB, jika benar Tida IMB asli dan fotocopy IMB 30 menit  Jlegalisir IMB yang
ditandatangani Kabag TU/ Kasubbag yg diberi stempel sudah di tandatangani
Umpeg, jika ada kesalahan dan atau fpengesahan dan diparaf dan dicap BP2TPM
ada permasalahan, dikembalikan ke Kabid Jintu
Kabid Jintu untuk diperbaiki
7 |Staf TU menyerahkan legallsir IMB legalisir IMB yang sudah di | 15 menlt  Jlegalisir IMB yang
ke Pemohon -<— tandatangani dan dicap sudah di tandatangani
BP2TPM dan dicap BP2TPM
8 [Menerima Iegalislrf"é Legalisir IMB diterima
pemohon




PROSEDUR PEMBUATAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
PELAYANAN ONE DAY SERVICES

Ne. Keglatan Pelakeana Mutu Baku Keterangan
Pemohen [oF] FO Kasubbld Kabid Kaban TU Kelengkapan Waktu | Output

1. |Mencari informas 1zin Prinsip [hformas! lzin Prinsip Penanaman [Blaya Rp O.-
Penanaman Modal ke Costumer t Modal
Service —

2. Mengisl formulir dan memberi Yinformasi persyaratan 20menit  finformas! persyaratan lzin Waktu 1 hari
informasi dan persyaratan lzin Prinsip Penanaman Modal kerja
Prinsip Penanaman Modal' l

3 engajukan permohonan Izin Frinuip {Berkas permohonan T5mentt [Berkas permohonan diserahikab
Penanaman Modal lengkap dengan
persyaratannya ke FO

4. IMenerima berkas permohonan dan raerkas dan persyaratan 30 menlt  |Berkas terperiksa dan tanda terima
memaerikea persyaratan, jika berkas barkas
lengkap akan diberl tanda terima berkas
dan Jika tidak lengkap berkas akan
dikemballkan ke pemohon untuk
dilengkapl

Ya

5 [Menginput berkas yang sudah lengkap, 1Berkas lengkao 30 menit  fKonsep lzin
jika belum lengkap dikembalikan ke FO,
setelah penginputan diteruskan ke Tidak s
Kabid

Ya

6 [Memerikea/memverifikasi konsep izin, Wonsep lzin J0menit  |Naskah izin berparaf Kabid
kalau ada kesalahan dalam penginputan
dikemballkan ke kasubbid, dan apabila
benar dicetak naskah Izin Prinsip, Tidak
diparaf dan diteruskan ke Kaban

Ya _

enandatangani naskah Izin Prinsip ‘[Naskah tzin barparaf Kabld 30 menit  fNaskah Izin bertandatangan
Penanaman Modal dan diserahkan ke * Kaban
TU
Memberikan nomor, stempel, dan Naskah izin bertandatangan 20 menit  §Naskah lzin Prinsip diserahkan danf
menyerahkan barkas |zin Prinsip E Kaban menerima tanda terima
Penanaman Modal kepada pemohon pengambllan
dan menerima resl pangambilan

3 |Menerima 1zin Prinsip Penanaman Tz Pringip Izin Prinsip diterima
Moda &n

WALIKOTA BANJARMMIWJ
TMUHIDIN

) )




KUESIONER PENGAJUAN KOREKSI KEPUTUSAN WALIKOTA/PERATURAN WALIKOTA

No. Daftar Pertanyaan lawaban
1 | st s perwa //Qum&:«o NV Y S0z Terany Jop pade ARrpm,
a/'l- ’YMMJS{”
2. | Alasan/ latar belakang pembuatan sk/perwal? %74 MM fd/a yﬁj X-M;’%‘\
3. | Apakah ada sk/ perwal yang berkaitan dengan sk/perwal ini (sudah atau akan J,"M % Ya"‘e"\ /‘e’u-n-e %0 .4 /20/3
dibuat)? (kalo ada sebutkan judulnya dan kapan dibuat)
4. Kapan pelaksanaan kegiatan? (tanggal/bulan /tahun) /}- /2 . gedj_g .
5. | Apakah kegiatan sudah dilaksanakan? Mﬁ.‘; .
6. | Untuk sk perubahan atau perubahan lampiran , apa alasan dilakukanya perubahan? ﬁ/ﬁ-zq M %’q ‘&ﬁ‘{
;,7 . ot Y Pl
7. Apakah ada Honor atau biaya yang dibayarkan, kalo ada berapa bulan honor -
tersebut dibayarkan? 7}'4“& 9;7\ '
(dengan melampirkan RKA)
8. | Untuk sk yang bersifat pengadaan atau pembebasan lahan berapa luas tanah yang —
dibebaskan, dan untuk apa peruntukannya ? (dengan lampirkan bukti dukung)
9. Nama PPTK yang mengurusi kegiatan? —
7rs. duropre A"daf .
10. | Contact Person/HP = / 7.:(‘/ m ‘?‘“

ddr2 Ydesr 369 .

NB: WAJIB DIISI SEBELUM MELAKUKAN PENGAJUAN PERMOHONAN KOREKSI, KOLOM PEMOHON KOREKSI DI ISI DENGAN JABATAN DALAM INSTANSI
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